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MOTTO 

“Keadilan tidak datang dengan sendirinya, ia diperjuangkan 

melalui 
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ABSTRAK 

Dini Arzakiyah, 2026. Strategi Pemerintah  Daerah Dalam 

Peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten 

Pekalongan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). 

Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. 

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. 

Pembimbing Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.HUM. 

Penelitian ini membahas tentang penelitian ini 

didasarkan pada pentingnya pemenuhan hak atas pendidikan 

sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah daerah 

memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya 

pendidikan yang merata dan berkeadilan melalui kebijakan 

wajib belajar 12 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana strategi pemerintah 

daerah dalam meningkatkan wajib belajar 12 tahun di 

Kabupaten Pekalongan dalam perspektif Hak Asasi Manusia, 

dan Bagaimana implikasi hukum dari strategi pemerintah 

daerah dalam meningkatkan wajib belajar 12 tahun di 

Kabupaten Pekalongan. Sedangkan tujuan dalam penelitian 

dalam skripsi ini adalah menjelaskan strategi kebijakan 

pemerintah daerah dalam peningkatan wajib belajar 12 tahun 

di Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Peraturan Bupati 

nomor 48 tahun 2019 dan Untuk mengetahui apa strategi 

pemerintah dalam upaya peningkatan wajib belajar 12 tahun di 

Kabupaten Pekalongan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 

48 tahun 2019 tentang wajib belajar 12 tahun dalam perspektif 

Hak Asasi Manusia (HAM). Jenis penelitian yang digunakan 

adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan 

peraturan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang 

digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier 
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yang dianalisis secara kualitatif. Dan teknik pengumpulan data 

Investarisasi Bahan Hukum, Identifikasi Bahan Hukum, dan 

Klasifikasi Bahan Hukum. dengan adanya alat tersebut mampu 

menjawab akar permasalahan dari skripsi ini. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa strategi pemerintah Kabupaten 

Pekalongan dalam meningkatkan wajib belajar 12 tahun 

dilakukan melalui penyediaan akses pendidikan yang merata, 

pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang 

mampu, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta 

kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam 

perspektif HAM, strategi tersebut merupakan bentuk 

kewajiban negara dalam memenuhi (to fulfill), melindungi (to 

protect), dan menghormati (to respect) hak atas pendidikan. 

Kebijakan ini bersifat universal karena ditujukan bagi seluruh 

warga usia sekolah, namun juga mengandung unsur afirmatif 

melalui pemberian bantuan khusus kepada kelompok rentan 

guna menjamin prinsip non-diskriminasi dan keadilan 

substantif. 

Kesimpulannya, Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

strategi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-

prinsip Hak Asasi Manusia dalam pendidikan, sehingga 

menimbulkan akibat hukum.  

Kata Kunci: Strategi Pemerintah, Wajib Belajar 12 Tahun, 

Hak Asasi Manusia, Pendidikan. 
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ABSTRACT 

Dini Arzakiyah, 2026. Local Government Strategy in 

Improving the 12-Year Compulsory Education in Pekalongan 

Regency from a Human Rights (HAM) Perspective. 

Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law 

Study Program. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic 

University Pekalongan. 

Supervisor DR. Achmad Muchsin, S.H.I, M. HUM.  

This research discusses that this study is based on the 

importance of fulfilling the right to education as part of human 

rights guaranteed in the Constitution of the Republic of 

Indonesia of 1945 and further regulated in Law Number 39 of 

1999 concerning Human Rights. Local governments have the 

responsibility to ensure the provision of equitable and fair 

education through the 12-year compulsory education policy as 

regulated in the Regent Regulation of Pekalongan Number 48 

of 2019. The problem formulation in this research is: How is 

the local government's strategy in increasing 12-year 

compulsory education in Pekalongan Regency from a Human 

Rights perspective, and what are the legal implications of the 

local government's strategy in increasing 12-year compulsory 

education in Pekalongan Regency. Meanwhile, the purpose of 

the research in this thesis is to explain the local government's 

policy strategy in improving 12-year compulsory education. in 

Pekalongan Regency. Meanwhile, the purpose of the research 

in this thesis is to explain the strategy of regional government 

policies in increasing the 12-year compulsory education. The 

type of research used is normative research with a statutory 

approach and a conceptual approach. The data used consists 

of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed 

qualitatively. The data collection techniques include Legal 

Material Inventory, Legal Material Identification, and Legal 

Material Classification. With these tools, it is possible to 

address the root problems of this thesis. The results of the 

research show that the strategy of the Pekalongan Regency 

government in increasing 12-year compulsory education is 
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carried out through providing equal access to education, 

giving educational assistance to underprivileged students, 

improving educational facilities and infrastructure, and 

collaborating with various stakeholders. From a human rights 

perspective, the strategy is a form of the state's obligation to 

fulfill, protect, and respect the right to education. This policy 

is universal because it is aimed at all school-age citizens, but 

it also contains an affirmative element through the provision 

of special assistance to vulnerable groups to ensure the 

principles of non-discrimination and substantive justice.  In 

conclusion, the research results show that the strategy is not 

yet fully in accordance with the principles of Human Rights in 

education, thus resulting in legal consequences. 

Keywords: Government Strategy, 12-Year Compulsory 

Education, Human Rights, Education. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar 

yang dimiliki oleh setiap manusia dan telah diakui 

sebagai bagian integral dari hak asasi manusia dalam 

berbagai instrumen hukum nasional maupun 

internasional. Dalam konteks negara hukum modern, 

pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya dipandang 

sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai 

kewajiban konstitusional negara untuk menjamin 

kesejahteraan dan pembangunan sumber daya 

manusia. Hak atas pendidikan di Indonesia ditegaskan 

dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan 

bahwa setiap warga negara berhak memperoleh 

pendidikan dan pemerintah wajib membiayai 

pendidikan dasar. Ketentuan tersebut menunjukkan 

bahwa pendidikan merupakan fondasi penting bagi 

pembangunan bangsa, karena melalui pendidikan 

masyarakat dapat meningkatkan kapasitas intelektual, 

sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam 

kerangka hak asasi manusia, pendidikan juga 

dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan 

keadilan sosial dan kesetaraan kesempatan bagi 

seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena 

itu, negara memiliki tanggung jawab untuk 

memastikan tersedianya sistem pendidikan yang dapat 
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diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan 

merata.1 

Dalam perkembangan kebijakan pendidikan 

nasional, pemerintah Indonesia telah menetapkan 

berbagai program strategis untuk meningkatkan akses 

dan kualitas pendidikan. Salah satu kebijakan penting 

yang dikembangkan adalah program wajib belajar 

yang pada awalnya hanya mencakup pendidikan dasar 

selama sembilan tahun, kemudian diperluas menjadi 

wajib belajar dua belas tahun yang mencakup jenjang 

pendidikan menengah. Kebijakan ini bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta 

mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan 

globalisasi yang semakin kompleks. Program wajib 

belajar dua belas tahun juga sejalan dengan komitmen 

internasional dalam agenda pembangunan 

berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 

yang menekankan pentingnya pendidikan yang 

inklusif dan berkualitas bagi semua. Namun demikian, 

implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi 

berbagai tantangan, terutama terkait dengan 

pemerataan akses pendidikan, keterbatasan sarana 

prasarana, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat 

yang beragam. Dalam konteks ini, peran pemerintah 

daerah menjadi sangat penting karena pemerintah 

daerah merupakan aktor yang secara langsung 

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan 

di tingkat lokal.2 

 
1 Tomasevski, K. (2021). Human rights obligations in education: The 4A 

framework. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org 
2 UNESCO. (2022). Education and human rights policy report. 

https://www.unesco.org 

https://unesdoc.unesco.org/
https://www.unesco.org/
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Perkembangan sektor pendidikan di Indonesia 

menunjukkan adanya peningkatan yang cukup 

signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama 

dalam hal partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan 

dasar. Meskipun demikian, tingkat partisipasi 

pendidikan pada jenjang menengah masih menghadapi 

berbagai kendala yang menyebabkan tidak semua anak 

usia sekolah dapat melanjutkan pendidikan hingga 

tingkat menengah atas. Data statistik menunjukkan 

bahwa partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan 

dasar relatif tinggi, sedangkan pada jenjang pendidikan 

menengah cenderung mengalami penurunan. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa meskipun program wajib 

belajar telah diterapkan secara nasional, masih terdapat 

kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan oleh 

pemerintah dengan realitas yang terjadi di masyarakat. 

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa 

implementasi kebijakan pendidikan memerlukan 

strategi yang lebih komprehensif dan terintegrasi agar 

tujuan program wajib belajar dua belas tahun dapat 

tercapai secara optimal.3 

Fenomena kesenjangan akses pendidikan juga 

dapat dilihat dari data statistik mengenai tingkat 

partisipasi sekolah di berbagai daerah di Indonesia. 

Berdasarkan data pendidikan nasional, tingkat 

partisipasi sekolah pada kelompok usia pendidikan 

dasar relatif mendekati angka maksimal, namun pada 

kelompok usia pendidikan menengah masih terdapat 

penurunan yang cukup signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa transisi dari pendidikan dasar 

 
3 Suryadi, A. (2023). Pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia 

di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. 
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menuju pendidikan menengah masih menjadi 

tantangan utama dalam sistem pendidikan nasional. 

Selain faktor ekonomi, kendala lain yang sering 

dihadapi adalah keterbatasan fasilitas pendidikan, jarak 

sekolah yang relatif jauh, serta rendahnya kesadaran 

masyarakat mengenai pentingnya pendidikan 

menengah. Dalam perspektif hak asasi manusia, 

kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak atas 

pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi secara merata 

bagi seluruh warga negara.4 

Dalam konteks daerah, permasalahan 

pendidikan juga dapat dilihat pada kondisi pendidikan 

di Kabupaten Pekalongan yang menunjukkan adanya 

dinamika dalam tingkat partisipasi sekolah pada 

berbagai jenjang pendidikan. Berdasarkan data 

pembangunan daerah, angka partisipasi sekolah pada 

jenjang pendidikan dasar di wilayah tersebut tergolong 

tinggi, namun pada jenjang pendidikan menengah 

masih menunjukkan angka yang relatif lebih rendah. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akses 

pendidikan dasar telah tercapai secara luas, upaya 

untuk memastikan keberlanjutan pendidikan hingga 

tingkat menengah masih memerlukan perhatian yang 

serius dari pemerintah daerah. Data statistik mengenai 

partisipasi sekolah di Kabupaten Pekalongan dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 

 

 
4 UNESCO. (2022). Education and human rights policy report. 

https://www.unesco.org 

 

https://www.unesco.org/
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Tabel 1 

Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Pekalongan5 

Jenjang Pendidikan Persentase APS 

 

Usia 7-12 Tahun (SD) 99,99 % 

 

Usia 13–15 Tahun 

(SMP)  

 

92,57 % 

 

Usia 16–18 Tahun 

(SMA/SMK) 

±70,87 % 

 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dalam RKPD 

Kabupaten Pekalongan 2024–2025 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi 

pendidikan pada jenjang pendidikan dasar telah 

mencapai tingkat yang sangat tinggi, namun terjadi 

penurunan pada jenjang pendidikan menengah pertama 

dan menengah atas. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

masih terdapat sejumlah anak usia sekolah yang belum 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Dalam perspektif kebijakan publik, fenomena ini 

menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan 

program wajib belajar dua belas tahun dengan realitas 

yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan 

strategi yang efektif dari pemerintah daerah untuk 

memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah dapat 

memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses 

pendidikan menengah. 

 
5 BPS Kabupaten Pekalongan. (2025). Statistik Pendidikan Kabupaten 

Pekalongan. https://pekalongankab.bps.go.id 

https://pekalongankab.bps.go.id/
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Selain itu, struktur pendidikan masyarakat di 

Kabupaten Pekalongan juga menunjukkan bahwa 

sebagian besar penduduk masih memiliki tingkat 

pendidikan yang relatif rendah. Berdasarkan data 

kependudukan terbaru, sebagian besar penduduk hanya 

menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah dasar 

atau menengah pertama. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa kualitas sumber daya manusia di daerah 

tersebut masih memerlukan peningkatan melalui 

kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan inklusif. 

Data mengenai tingkat pendidikan masyarakat di 

Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2 

Persentase Penduduk Kabupaten Pekalongan 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024 

Jenjang Pendidikan  Persentase 

Tidak / belum sekolah 19,67 % 

Belum tamat SD 12,25 % 

Tamat SD 33,09 % 

SMP 33,09 % 

SMA 13,75 % 

Pendidikan Tinggi 3,99 % 

Sumber: Direktorat Jenderal Dukcapil dan 

Katadata 2025 

Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi 

masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi masih 

relatif kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk 

secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

sistem pendidikan di daerah tersebut masih 

menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, 

program wajib belajar dua belas tahun menjadi sangat 
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penting sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat 

pendidikan masyarakat secara lebih luas. 

Dalam rangka mengatasi permasalahan 

tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan 

menetapkan kebijakan khusus melalui Peraturan 

Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019 tentang 

Wajib Belajar 12 Tahun yang bertujuan untuk 

meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi 

seluruh masyarakat. Peraturan tersebut mengatur 

berbagai strategi yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah dalam mendukung pelaksanaan program wajib 

belajar dua belas tahun, termasuk melalui penyediaan 

bantuan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana 

sekolah, serta kerja sama dengan berbagai pihak dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan ini 

diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam 

meningkatkan partisipasi pendidikan serta mengurangi 

angka putus sekolah di Kabupaten Pekalongan. 

Meskipun demikian, implementasi kebijakan 

tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang 

memerlukan kajian lebih mendalam. Salah satu 

permasalahan yang muncul adalah belum optimalnya 

koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga 

pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung 

keberhasilan program wajib belajar dua belas tahun. 

Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam 

bentuk anggaran maupun tenaga pendidik, juga 

menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas 

pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan 

tidak hanya bergantung pada regulasi yang dibuat, 
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tetapi juga pada strategi implementasi yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah.6 

Dalam perspektif hak asasi manusia, hak atas 

pendidikan harus dipenuhi berdasarkan prinsip 

ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan 

adaptabilitas sebagaimana dikemukakan dalam teori 

4A yang dikembangkan oleh Katarina Tomasevski. 

Prinsip tersebut menegaskan bahwa negara tidak hanya 

berkewajiban menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi 

juga memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh 

seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Oleh karena 

itu, kebijakan wajib belajar dua belas tahun harus 

dianalisis tidak hanya dari aspek administratif atau 

kebijakan publik, tetapi juga dari perspektif hak asasi 

manusia. Pendekatan ini penting untuk memastikan 

bahwa kebijakan pendidikan benar-benar mampu 

menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh 

warga negara.7 

Sejumlah penelitian sebelumnya telah 

membahas mengenai implementasi kebijakan wajib 

belajar dan strategi pemerintah daerah dalam 

meningkatkan partisipasi pendidikan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa 

keberhasilan program wajib belajar sangat dipengaruhi 

oleh dukungan kebijakan daerah serta keterlibatan 

masyarakat dalam mendukung proses pendidikan. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayat dan 

Rahman (2023) juga menunjukkan bahwa faktor 

 
6 Mulyadi, D. (2022). Local government strategy in improving secondary 

education participation. Jurnal Administrasi Publik, 19(3), 210–224. 

https://doi.org/10.20476/jap 
7 Tomasevski, K. (2021). Human rights obligations in education: The 4A 

framework. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org 

https://unesdoc.unesco.org/
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ekonomi keluarga dan akses transportasi menjadi 

kendala utama bagi siswa dalam melanjutkan 

pendidikan ke jenjang menengah. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program 

wajib belajar tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan 

pemerintah, tetapi juga oleh kondisi sosial ekonomi 

masyarakat. 

Keterbatasan Penelitian Sebelumnya. 

Meskipun telah terdapat berbagai penelitian mengenai 

kebijakan wajib belajar, sebagian besar penelitian 

tersebut lebih banyak menekankan pada aspek 

kebijakan pendidikan secara umum dan belum secara 

khusus menganalisis strategi pemerintah daerah dalam 

perspektif hak asasi manusia. Selain itu, penelitian 

sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan 

kebijakan publik atau pendidikan, sehingga aspek 

hukum tata negara yang berkaitan dengan kewenangan 

pemerintah daerah dalam pemenuhan hak pendidikan 

belum banyak dikaji secara mendalam. Kondisi ini 

menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang 

perlu diisi melalui kajian yang lebih komprehensif 

dengan menggunakan pendekatan hukum.  

Penelitian ini berupaya untuk mengisi 

kesenjangan tersebut dengan menganalisis strategi 

pemerintah daerah dalam meningkatkan program 

wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Pekalongan 

dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia. 

Melalui pendekatan hukum normatif deskriptif, 

penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan 

daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten 

Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019 diimplementasikan 

dalam praktik serta sejauh mana kebijakan tersebut 
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mampu menjamin pemenuhan hak atas pendidikan 

bagi masyarakat. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam 

pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya 

yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan daerah 

dan pemenuhan hak asasi manusia. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam 

merumuskan strategi kebijakan pendidikan yang lebih 

efektif dan berkeadilan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa implementasi program wajib belajar dua belas 

tahun di Kabupaten Pekalongan masih menghadapi 

berbagai tantangan yang memerlukan kajian lebih 

mendalam. Oleh karena itu, penelitian mengenai 

strategi pemerintah daerah dalam peningkatan wajib 

belajar dua belas tahun dalam perspektif hak asasi 

manusia menjadi penting untuk dilakukan guna 

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif 

mengenai efektivitas kebijakan pendidikan daerah 

serta upaya pemenuhan hak pendidikan bagi 

masyarakat. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam 

meningkatkan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten 

Pekalongan dalam perspektif Hak Asasi Manusia? 

2. Bagaimana implikasi hukum dari strategi 

pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib 

belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan? 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis strategi pemerintah daerah 

dalam meningkatkan pelaksanaan wajib belajar 12 

tahun di Kabupaten Pekalongan dalam perspektif 

Hak Asasi Manusia, khususnya yang berkaitan 

dengan pemenuhan hak atas pendidikan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Wajib 

Belajar 12 Tahun. 

2. Untuk menganalisis implikasi hukum dari strategi 

pemerintah daerah dalam meningkatkan 

pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten 

Pekalongan, baik terhadap pemenuhan hak atas 

pendidikan masyarakat maupun terhadap 

pelaksanaan kebijakan pendidikan daerah dalam 

kerangka hukum dan Hak Asasi Manusia. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan 

di bidang hukum, khususnya yang berkaitan 

dengan kajian Hukum Tata Negara, kebijakan 

pendidikan daerah, serta pemenuhan hak atas 

pendidikan sebagai bagian dari Hak Asasi 

Manusia. Penelitian ini dapat memperluas 

pemahaman mengenai bagaimana pemerintah 

daerah menjalankan kewenangannya dalam 

menyusun strategi kebijakan pendidikan guna 

meningkatkan pelaksanaan program wajib belajar 

dua belas tahun. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan mampu memberikan perspektif baru 

dalam melihat implementasi kebijakan pendidikan 
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daerah dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, 

sehingga dapat memperkuat hubungan antara 

konsep kebijakan publik dan prinsip-prinsip 

perlindungan hak warga negara. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang 

memiliki kepentingan dalam bidang pendidikan 

dan kebijakan publik, antara lain sebagai berikut: 

a. Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah 

daerah dalam merumuskan serta mengembangkan 

strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan 

pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun 

di Kabupaten Pekalongan, khususnya dalam upaya 

menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk 

memperoleh pendidikan. 

b. Bagi Instansi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai kebijakan pendidikan daerah, sehingga 

lembaga pendidikan dapat berperan aktif dalam 

mendukung pelaksanaan program wajib belajar dua 

belas tahun melalui peningkatan kualitas layanan 

pendidikan. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat mengenai pentingnya 

pendidikan serta mendorong partisipasi masyarakat 

dalam mendukung keberhasilan program wajib 

belajar dua belas tahun sebagai bagian dari 

pemenuhan hak atas pendidikan. 
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d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

atau rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji 

lebih lanjut mengenai kebijakan pendidikan 

daerah, strategi peningkatan wajib belajar, serta 

implementasi kebijakan pendidikan dalam 

perspektif Hak Asasi Manusia. 

e. Bagi Pembuat Kebijakan 

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan 

dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang 

lebih komprehensif, inklusif, dan berorientasi pada 

pemenuhan hak-hak masyarakat di bidang 

pendidikan. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan 

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang 

melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak 

dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam konteks 

negara hukum modern, perlindungan dan 

pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung 

jawab utama negara, termasuk dalam bidang 

pendidikan. Pendidikan tidak hanya dipandang 

sebagai sarana pengembangan intelektual, tetapi 

juga sebagai hak fundamental yang harus dipenuhi 

oleh negara guna menjamin kesejahteraan 

masyarakat. Hak atas pendidikan telah diakui 

secara universal dalam berbagai instrumen hukum 

internasional maupun nasional, seperti Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) serta 

konstitusi negara. Dalam konteks Indonesia, hak 

atas pendidikan dijamin dalam konstitusi yang 
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menegaskan bahwa setiap warga negara berhak 

memperoleh pendidikan dan negara berkewajiban 

menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. 

Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan 

merupakan bagian dari kewajiban negara dalam 

menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia.8 

Hak atas pendidikan juga memiliki peran yang 

sangat penting dalam pembangunan masyarakat 

karena pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan 

masyarakat yang lebih produktif, kritis, dan mampu 

berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan 

nasional. Sebaliknya, rendahnya akses pendidikan 

dapat menyebabkan kesenjangan sosial serta 

menghambat perkembangan suatu bangsa. Oleh 

karena itu, negara memiliki kewajiban untuk 

memastikan bahwa seluruh warga negara dapat 

memperoleh pendidikan secara adil dan merata 

tanpa diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa 

pendidikan bukan sekadar layanan publik, 

melainkan hak fundamental yang harus dijamin 

oleh negara melalui kebijakan yang efektif.9 

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, hak atas 

pendidikan memiliki dimensi yang luas karena 

tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap 

 
8 Sutarni. (2021). Hak asasi manusia dalam perspektif pendidikan 

kewarganegaraan. Jurnal Hukum Al-Hikmah. 

https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/4642 

 
9 Ayu, T., & Suherman, A. (2024). Pemenuhan hak pendidikan di 

lingkungan perguruan tinggi. Causa: Jurnal Hukum dan 

Kewarganegaraan. 

https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6997 

https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/4642
https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6997
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pendidikan, tetapi juga mencakup kualitas 

pendidikan yang diterima oleh masyarakat. 

Pendidikan yang berbasis hak asasi manusia 

menekankan pentingnya prinsip kesetaraan, non-

diskriminasi, serta penghormatan terhadap 

martabat manusia dalam proses pendidikan. Hal ini 

berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang 

sama untuk memperoleh pendidikan tanpa 

membedakan latar belakang sosial, ekonomi, 

budaya, maupun geografis. Dengan demikian, 

negara memiliki kewajiban untuk menghapus 

berbagai hambatan yang dapat menghalangi 

masyarakat dalam memperoleh Pendidikan.10 

Selain itu, dalam kajian hak asasi manusia 

terdapat konsep penting yang menjelaskan 

kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas 

pendidikan, yaitu konsep 4A (Availability, 

Accessibility, Acceptability, Adaptability) yang 

dikembangkan oleh pakar HAM pendidikan 

Katarina Tomasevski. Konsep ini menjelaskan 

bahwa negara tidak hanya berkewajiban 

menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga 

memastikan bahwa pendidikan tersebut dapat 

diakses oleh seluruh masyarakat secara adil serta 

memiliki kualitas yang baik. Pendekatan ini 

menekankan bahwa pemenuhan hak pendidikan 

harus dilakukan secara menyeluruh melalui 

kebijakan yang mampu menjamin tersedianya 

 
10 Mansir, F., Harmathilda, H., Akbar, M. Y. A., Rahmadani, A., & 

Ushuluddin, A. (2024). Sistem pendidikan dan perlindungan anak yang 

preventif di Indonesia: Perspektif HAM. Jurnal Riset Pendidikan Guru 

PAUD. 

https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPGP/article/view/8520 

https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPGP/article/view/8520
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fasilitas pendidikan yang memadai, akses 

pendidikan yang setara, kualitas pendidikan yang 

baik, serta sistem pendidikan yang mampu 

menyesuaikan diri dengan kebutuhan 

masyarakat.11 

Konsep hak atas pendidikan juga berkaitan erat 

dengan peran pemerintah dalam menyusun 

kebijakan pendidikan yang berpihak pada 

kepentingan masyarakat. Pemerintah memiliki 

tanggung jawab untuk merancang kebijakan 

pendidikan yang mampu meningkatkan akses 

pendidikan bagi seluruh warga negara. Kebijakan 

pendidikan yang tidak memperhatikan prinsip hak 

asasi manusia berpotensi menimbulkan 

ketimpangan akses pendidikan serta diskriminasi 

terhadap kelompok masyarakat tertentu. Oleh 

karena itu, setiap kebijakan pendidikan harus 

dirancang dengan mempertimbangkan prinsip 

kesetaraan dan keadilan sosial agar dapat menjamin 

pemenuhan hak pendidikan secara menyeluruh.12 

Dalam konteks kebijakan pendidikan daerah, 

perspektif hak asasi manusia menjadi sangat 

penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang 

diterapkan oleh pemerintah daerah benar-benar 

mampu menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi 

masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran 

strategis dalam meningkatkan akses pendidikan 

 
11 Christianto, H. (2022). Penggunaan media internet dalam pemenuhan 

hak atas pendidikan di masa pandemi Covid-19: Perspektif HAM dan 

hukum pidana. Jurnal HAM. 

https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1179 
12 Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021). Persamaan hak atas pendidikan 

terhadap penerapan sistem zonasi. Jurnal HAM. 

https://e-sop.kemenkumham.go.id/index.php/ham/article/view/1815 

https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1179
https://e-sop.kemenkumham.go.id/index.php/ham/article/view/1815
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melalui berbagai program dan kebijakan yang 

mendukung pelaksanaan pendidikan di daerah. 

Oleh karena itu, strategi pemerintah daerah dalam 

meningkatkan program pendidikan harus 

dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

hak asasi manusia agar kebijakan tersebut tidak 

hanya efektif secara administratif, tetapi juga 

mampu menjamin keadilan sosial dalam bidang 

pendidikan. 

Indikator Hak Asasi Manusia dalam 

Pendidikan, Berdasarkan teori 4A dari Katarina 

Tomasevski, pemenuhan hak atas pendidikan dapat 

dianalisis melalui beberapa indikator sebagai 

berikut: 

a. Availability (Ketersediaan Pendidikan) 

Availability atau ketersediaan 

pendidikan mengacu pada kewajiban 

negara untuk menyediakan fasilitas 

pendidikan yang memadai bagi 

masyarakat. Negara harus memastikan 

bahwa terdapat sekolah, tenaga pendidik, 

serta sarana dan prasarana pendidikan yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Tanpa ketersediaan fasilitas 

pendidikan yang memadai, masyarakat 

akan mengalami kesulitan dalam 

memperoleh pendidikan yang layak. 

b. Accessibility (Aksesibilitas Pendidikan) 

Accessibility atau aksesibilitas 

pendidikan berkaitan dengan kemampuan 

masyarakat untuk mengakses pendidikan 

tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan 

harus dapat dijangkau oleh seluruh 
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masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, 

maupun geografis. Negara memiliki 

kewajiban untuk menghapus berbagai 

hambatan yang dapat menghalangi 

masyarakat dalam memperoleh pendidikan, 

seperti biaya pendidikan yang tinggi atau 

keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah 

tertentu. 

c. Acceptability (Kualitas dan Penerimaan 

Pendidikan) 

Acceptability berkaitan dengan kualitas 

pendidikan yang diberikan kepada 

masyarakat. Pendidikan yang diberikan 

harus memiliki standar kualitas yang baik 

serta sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku 

di masyarakat. Selain itu, proses 

pendidikan juga harus menghormati hak 

dan martabat peserta didik. 

d. Adaptability (Kemampuan Sistem 

Pendidikan Beradaptasi) 

Adaptability berkaitan dengan 

kemampuan sistem pendidikan untuk 

menyesuaikan diri dengan kebutuhan 

masyarakat yang terus berkembang. Sistem 

pendidikan harus mampu beradaptasi 

dengan perubahan sosial, budaya, serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Teori Hak Asasi Manusia dalam pendidikan 

digunakan sebagai landasan konseptual dalam 

penelitian ini karena berkaitan langsung dengan 

upaya pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak 
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atas pendidikan bagi masyarakat. Dalam konteks 

penelitian mengenai strategi pemerintah daerah 

dalam meningkatkan wajib belajar dua belas tahun, 

teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana 

kebijakan pemerintah daerah mampu memenuhi 

prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam bidang 

pendidikan. 

Melalui pendekatan teori hak asasi manusia, 

penelitian ini akan mengkaji apakah strategi yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah telah mampu 

menjamin ketersediaan fasilitas pendidikan, 

meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, 

serta menciptakan sistem pendidikan yang adil dan 

berkualitas. Dengan demikian, teori hak asasi 

manusia menjadi kerangka analisis yang penting 

dalam memahami hubungan antara kebijakan 

pendidikan daerah dan pemenuhan hak atas 

pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia. 

F. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, banyak 

ditemukan penelitian yang memiliki hubungan dengan 

penelitian penulis. Berikut penelitian yang relevan 

dengan penulis. 
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Tabel 3 hasil penelitian, persamaan, dan perbedaan 

No Nama 

Peneliti dan 

Judul 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Sihombing 

& Hadita 

(2021) 

“Persamaan 

Hak Atas 

Pendidikan 

terhadap 

Penerapan 

Sistem 

Zonasi 

dalam 

Perspektif 

Hak Asasi 

Manusia”13 

Penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa kebijakan 

sistem zonasi 

dalam 

pendidikan 

bertujuan untuk 

mewujudkan 

pemerataan 

akses 

pendidikan, 

namun dalam 

implementasinya 

masih 

ditemukan 

kendala seperti 

ketimpangan 

fasilitas 

pendidikan dan 

kualitas sekolah 

antar wilayah. 

Sama-sama 

membahas 

hak atas 

pendidikan 

dalam 

perspektif 

HAM serta 

kebijakan 

pemerintah 

dalam bidang 

pendidikan. 

Penelitian ini 

fokus pada 

sistem zonasi 

pendidikan, 

sedangkan 

penelitian ini 

fokus pada 

strategi 

pemerintah 

daerah dalam 

meningkatkan 

wajib belajar 12 

tahun. 

2. Christianto 

(2022) 

“Pemenuhan 

Hak atas 

Pendidikan 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa negara 

memiliki 

kewajiban untuk 

Sama-sama 

mengkaji 

pendidikan 

sebagai hak 

asasi manusia 

Penelitian ini 

fokus pada 

pemenuhan hak 

pendidikan 

selama 

 
13 https://e-journal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1815 
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di Masa 

Pandemi 

Covid-19 

dalam 

Perspektif 

Hak Asasi 

Manusia”14 

menjamin hak 

atas pendidikan 

melalui 

kebijakan yang 

adaptif, 

termasuk 

pemanfaatan 

teknologi digital 

untuk 

memastikan 

keberlanjutan 

pendidikan 

selama pandemi. 

dan peran 

pemerintah 

dalam 

menjamin 

hak tersebut. 

pandemi, 

sedangkan 

penelitian ini 

fokus pada 

kebijakan wajib 

belajar 12 tahun 

di daerah. 

3. Mansir et al. 

(2024) 

“Sistem 

Pendidikan 

dan 

Perlindungan 

Anak yang 

Preventif di 

Indonesia 

dalam 

Perspektif 

Hak Asasi 

Manusia”15 

Penelitian ini 

menemukan 

bahwa sistem 

pendidikan yang 

berbasis HAM 

dapat 

meningkatkan 

perlindungan 

terhadap hak 

anak serta 

memperkuat 

peran negara 

dalam menjamin 

pendidikan yang 

inklusif dan 

berkeadilan. 

Sama-sama 

menggunakan 

perspektif 

Hak Asasi 

Manusia 

dalam 

menganalisis 

kebijakan 

pendidikan. 

Penelitian ini 

menitikberatkan 

pada 

perlindungan 

anak dalam 

sistem 

pendidikan, 

sedangkan 

penelitian ini 

berfokus pada 

kebijakan wajib 

belajar 12 

tahun. 

 
14 https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1179 
15 https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPGP/article/view/8520 
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4. Ayu & 

Suherman 

(2024) 

“Pemenuhan 

Hak 

Pendidikan 

dalam 

Perspektif 

Hak Asasi 

Manusia di 

Lingkungan 

Perguruan 

Tinggi”16 

Penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

pemenuhan hak 

pendidikan 

memerlukan 

kebijakan 

pemerintah yang 

menjamin akses 

pendidikan yang 

merata serta 

dukungan 

fasilitas yang 

memadai bagi 

peserta didik. 

Sama-sama 

membahas 

pemenuhan 

hak 

pendidikan 

sebagai 

bagian dari 

HAM. 

Penelitian ini 

fokus pada 

pendidikan 

tinggi, 

sedangkan 

penelitian ini 

fokus pada 

pendidikan 

dasar dan 

menengah 

melalui 

program wajib 

belajar 12 

tahun. 

5. Wibowo & 

Kurniawan 

(2023) 

“Local 

Government 

Policy 

Strategy in 

Improving 

School 

Participation 

in 

Indonesia”17 

Penelitian ini 

menemukan 

bahwa strategi 

pemerintah 

daerah melalui 

program bantuan 

pendidikan dan 

peningkatan 

fasilitas sekolah 

mampu 

meningkatkan 

angka partisipasi 

pendidikan 

masyarakat. 

Sama-sama 

membahas 

strategi 

pemerintah 

daerah dalam 

meningkatkan 

partisipasi 

pendidikan. 

Penelitian ini 

meneliti 

peningkatan 

partisipasi 

sekolah secara 

umum, 

sedangkan 

penelitian ini 

lebih spesifik 

pada kebijakan 

wajib belajar 12 

tahun di 

Kabupaten 

Pekalongan. 

 
16 https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6997 
17 https://doi.org/10.22146/jkp.76724 
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Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu 

tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar 

penelitian sebelumnya membahas mengenai hak atas 

pendidikan, kebijakan pendidikan, serta pemerataan 

akses pendidikan dalam perspektif Hak Asasi 

Manusia. Namun demikian, penelitian yang secara 

khusus mengkaji strategi pemerintah daerah dalam 

meningkatkan program wajib belajar dua belas tahun 

dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada tingkat 

daerah masih relatif terbatas. 

Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus 

pada kebijakan pendidikan secara umum, 

implementasi sistem zonasi, atau pemenuhan hak 

pendidikan dalam konteks tertentu seperti pendidikan 

tinggi maupun masa pandemi. Oleh karena itu, 

penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam 

mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis 

secara khusus strategi pemerintah daerah dalam 

meningkatkan pelaksanaan wajib belajar dua belas 

tahun di Kabupaten Pekalongan dalam perspektif Hak 

Asasi Manusia. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai bagaimana kebijakan pemerintah daerah 

dapat berperan dalam menjamin pemenuhan hak 

pendidikan masyarakat sekaligus mendukung 

pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun 

secara lebih efektif. 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
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Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normatif artinya menggunakan doktrin hukum 

yang murni dengan cara mengkaji data-data 

sekunder. 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-

undangan, dan Pendekatan Konseptual. 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute 

Approach) 

Sebagai penelitian hukum 

normatif, pendekatan yang digunakan 

oleh penulis dalam membahas 

permasalahan ini adalah dengan 

menggunakan Pendekatan undang-

undang (Statuta Approach) dilakukan 

dengan menelaah semua undang-undang 

dan regulasi yang saling berhubungan 

dengan isu hukum yang di tangani.(Johni 

Ibrahim, 2007) 

Pendekatan ini bertujuan untuk 

melihat apakah suatu peraturan 

Perundangan-Undangan suatu bidang 

tertentu, didalam perspektif hierarki. 

Dengan pendekatan perundang-undangan 

ini Peneliti menganalisis Peraturan Bupati 

Kabupaten Pekalogan Nomor 48 tahun 

2019 Tentang Wajib Belajar 12 tahun. 

Pendekatan perundang-undangan untuk 

menganalisis dasar hukum dan landasan 

normatif dari kebijakan pemerintah daerah 

dalam perspektif Hak Asasi Manusia 

dalam meningkatkan wajib belajar 12 
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tahun di Kabupaten Pekalongan. 

Pendekatan ini menekankan pentingnya 

peraturan yang menjadi landasan formal 

bagi setiap kebijakan yang diterapkan. 

Dalam Peraturan Bupati Pekalongan 

Nomor 48 Tahun 2019, kebijakan tersebut 

merupakan implementasi dari kewajiban 

konstitusional pemerintah daerah untuk 

memastikan akses pendidikan yang 

merata dan berkualitas bagi semua warga, 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

Hak atas pendidikan merupakan 

bagian dari hak asasi manusia (HAM) 

yang dijamin dalam berbagai instrumen 

hukum nasional dan internasional. 

Implementasi wajib belajar 12 tahun 

adalah wujud konkret pemenuhan hak ini 

di tingkat lokal.(Bashori & Aprima, 2019) 

Pendekatan perundang-undangan 

memberikan dasar hukum yang kuat untuk 

menuntut dan melindungi hak pendidikan, 

serta mewajibkan pemerintah daerah dan 

masyarakat untuk berperan aktif dalam 

pelaksanaan program ini.(Muhamad 

BisriSlamat Archinius, 2019) Peraturan 

daerah dan kebijakan turunan seperti 

Peraturan Bupati Pekalongan tidak hanya 

menjadi legal framework, tetapi juga alat 

advokasi untuk memastikan tidak ada 

diskriminasi dan semua anak, termasuk 
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kelompok rentan, memperoleh hak 

pendidikan yang setara. 

Melalui analisis peraturan ini, 

penelitian dapat mengkaji konsistensi 

Peraturan Bupati tersebut dengan strategi 

peningkatan wajib belajar 12 tahun di 

Kabupaten Pekalongan dari perspektif 

HAM harus menempatkan pendekatan 

perundang-undangan sebagai kerangka 

analisis utama, karena di sanalah letak 

legitimasi, perlindungan, dan arah 

kebijakan pendidikan daerah. 

b. Pendekatan Konseptual  (Historical 

Approach) 

Pendekatan Konseptual digunakan 

untuk menelusuri latar belakang historis 

dari kebijakan wajib belajar 12 tahun di 

Kabupaten Pekalongan. Serta Pendekatan 

konseptual menyoroti pendidikan sebagai 

hak fundamental yang dijamin dalam 

berbagai instrumen HAM, baik nasional 

maupun internasional. Dalam konteks 

wajib belajar 12 tahun, pendekatan ini 

menempatkan pendidikan bukan sekadar 

kewajiban negara, melainkan hak setiap 

anak yang harus dipenuhi tanpa 

diskriminasi.(Welly Kusuma Wardani, 

2015) Dengan demikian, strategi 

peningkatan wajib belajar di Kabupaten 

Pekalongan harus didasarkan pada 

prinsip-prinsip HAM seperti 

nondiskriminasi, aksesibilitas, dan 

kesetaraan.(Sintha et al., 2021) 
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Pendekatan konseptual membantu 

mengidentifikasi faktor-faktor yang 

memengaruhi keberhasilan program wajib 

belajar 12 tahun, seperti persepsi 

masyarakat, kondisi ekonomi, pendidikan 

orang tua, dan minat anak.(Khikmah, 

2024) Peraturan daerah dan kebijakan 

turunan seperti Peraturan Bupati 

Pekalongan tidak hanya menjadi legal 

framework, tetapi juga alat advokasi untuk 

memastikan tidak ada diskriminasi dan 

semua anak, termasuk kelompok rentan, 

memperoleh hak pendidikan yang setara. 

Dengan demikian, pendekatan konseptual 

akan mampu menghasilkan analisis yang 

lebih mendalam dan solusi yang lebih 

aplikatif untuk meningkatkan wajib 

belajar 12 tahun dari perspektif HAM. 

Selain itu, pendekatan historis juga dapat 

mengungkap dinamika dan tantangan 

yang dihadapi pemerintah daerah dari 

masa ke masa dalam upaya merealisasikan 

program pendidikan yang inklusif dan 

berkelanjutan. 

2. Sumber Data  

a. Data Sekunder 

1) Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer terdiri dari 

peraturan perundang-undangan yang 

diurut berdasarkan hierarki seperti 

Peraturan Perundang-Undangan dan 

Peraturan Bupati yang berkaitan dengan 

penelitian yang penulis teliti. Dalam 
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Penelitian ini bahan hukum primer yang 

digunakan penulis sebagai berikut: 

a) Undang-Undang Dasar 1945. 

b) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia 

c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

d) Peraturan Bupati Kabupaten 

Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019 

e) Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder 

merupakan bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer, dapat berupa rancangan 

perundang-undangan, hasil penelitian, 

buku-buku teks, jurnal Ilmiah, surat 

kabar(koran), dan berita internet.  Dalam 

Penelitian ini bahan hukum sekunder 

menggunakan:  

a) Jurnal Ilmiah penelitian terdahulu, 

b) BPS (Badan Pusat Statistik) 

Kabupaten Pekalongan, 

c) Website BAPPEDA Kabupaten 

Pekalongan. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu 

bahan-bahan yang memberi petunjuk 
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maupun penjelasan yang penting 

terkait dengan bahan hukum primer 

dan sekunder,(Sunggono, 2002) yaitu 

berupa kamus hukum, Artikel, jurnal-

jurnal hukum, dan Buku pelaksanan 

kudu sekolah yang di susun oleh 

beberpa jajaran Dindikbud (Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan) 

kabupaten Pekalongan.  

3. Teknik Pengumpulan Data  

Berdasarkan metode pendekatan yang 

digunakan, maka teknik yang diterapkan dalam 

pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah melalui: 

a. Investarisasi Bahan Hukum 

  Tahap ini merupakan langkah awal 

dalam mengumpulkan berbagai sumber 

hukum yang relevan. Peneliti mengumpulkan 

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier 

yang berkaitan dengan, Strategi Pemerintah 

derah dalam peningkatan wajib belajar 12 

tahun di Indonesia, khususnya di Kabupaten 

Pekalongan. Peraturan perundang-undangan 

nasional dan daerah Peraturan Bupati nomor 

48 tahun 2019 dan Instrumen HAM nasional 

dan internasional seperti UUD 1945, UU 

HAM, serta Literatur ilmiah, jurnal, artikel, 

dan pendapat ahli hukum pendidikan dan 

HAM. Tujuannya adalah untuk mempermudah 

penulis dan memperoleh sebanyak mungkin 

data hukum yang bisa mendukung analisis 

skripsi. 

b. Identifikasi Bahan Hukum  
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Pada tahap ini, peneliti menyeleksi 

bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan 

pada tahap inventarisasi. Proses ini melibatkan 

pengelompokkan sumber-sumber hukum yang 

akan digunakan dalam penelitian hukum. 

Berdasarkan literatur dan praktik penelitian 

hukum normatif, bahan hukum dapat 

diidentifikasi. Dengan mengidentifikasi bahan 

hukum berdasarkan klasifikasi di atas, peneliti 

dapat mengorganisasi dan mengelola sumber 

data hukum secara sistematis untuk 

mendukung analisis dan kesimpulan dalam 

penelitian hukum normatif. 

c. Klasifikasi Bahan Hukum 

Bahan hukum yang telah diidentifikasi 

kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis 

dan fungsinya. Klasifikasi bahan hukum 

secara umum terbagi menjadi tiga kategori 

utama, yaitu: 

 

Tabel 4 Klasifikasi bahan Hukum 

Jenis 

Bahan 

Hukum 

Penjelasan Bahan Hukum 

Bahan 

Hukum 

Primer 

 

Sumber hukum 

yang bersifat 

mengikat dan 

memiliki 

otoritas hukum 

tertinggi. 

Merupakan 

dasar utama 

• Undang-Undang 

Dasar 1945. 

• Undang-Undang No. 

39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi 

Manusia (HAM), 

• Undang-Undang No. 

20 Tahun 2003 
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dalam 

penelitian 

hukum 

tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, 

• Peraturan Bupati 

Kabupaten 

Pekalongan Nomor 

48 Tahun 2019, 

• Peraturan Daerah 

Kabupaten 

Pekalongan Nomor 

13 Tahun 2017 

tentang Perubahan 

Kedua Atas 

Peraturan Daerah 

Kabupaten 

Pekalongan Nomor 8 

Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

Bahan 

Hukum 

Sekunder 

Sumber yang 

memberikan 

penjelasan, 

interpretasi, 

atau analisis 

terhadap bahan 

hukum primer. 

Berfungsi 

sebagai bahan 

pendukung dan 

pelengkap 

• Jurnal Ilmiah 

penelitian 

terdahulu, 

• BPS (Badan Pusat 

Statistik) 

Kabupaten 

Pekalongan, 

• Website 

BAPPEDA 

Kabupaten 

Pekalongan. 

Bahan 

Hukum 

Tersier 

Sumber yang 

memberikan 

petunjuk, 

• Kamus hukum,  

• Artikel,   
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definisi, dan 

informasi 

tambahan untuk 

memudahkan 

pemahaman 

bahan primer 

dan sekunder. 

Tidak mengikat 

secara hukum. 

• jurnal-jurnal 

hukum, dan 

• Buku pelaksanan 

kudu sekolah yang 

di susun oleh 

beberpa jajaran 

Dindikbud (Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan) 

kabupaten 

Pekalongan. 

 

d. Sistematisasi Bahan Hukum 

Proses pengorganisasian dan pengelompokan 

bahan hukum yang telah dikumpulkan agar dapat 

dianalisis secara sistematis dan terstruktur dalam 

penelitian hukum. Tahapan sistematisasi bahan 

hukum meliputi, Pengelompokan Bahan Hukum 

Bahan hukum diklasifikasikan ke dalam tiga 

kelompok utama Bahan hukum primer, Bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum Tersier. 

Kemudian setelah bahan hukum dikelompokan 

selanjutnya adalah Pengorganisasian Berdasarkan 

Topik dan Relevansi Setelah diklasifikasikan, 

bahan hukum disusun berdasarkan tema, isu, atau 

aspek hukum yang menjadi fokus penelitian. 

Bahan hukum yang mengatur wajib belajar 12 

tahun, bahan hukum terkait HAM, serta kebijakan 

pemerintah daerah di Kabupaten Pekalongan. 

Selanjutnya tahapan Analisis dan Interpretasi. 

Bahan hukum yang telah tersistematisasi dianalisis 

dengan teknik deskriptif, interpretatif, dan 
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evaluatif untuk memahami isi, konteks, dan 

relevansi terhadap permasalahan penelitian. Proses 

ini bertujuan untuk menemukan hubungan antar 

norma hukum dan mengidentifikasi kesenjangan 

atau sinkronisasi hukum. Yang terakhir adalah 

proses Penyusunan Kerangka Hukum Hasil 

sistematisasi digunakan untuk membangun 

kerangka hukum yang koheren dan logis sebagai 

dasar argumentasi dalam penelitian. Kerangka ini 

mengintegrasikan berbagai sumber hukum 

sehingga dapat menjelaskan dan menjawab 

rumusan masalah secara komprehensif.18 

 

H. Sistematika Penulisan  

Untuk memperoleh pembahasan yang 

sitematis dan konsisten tentang pembahasan judul 

di atas, maka penulis membagi sistematika 

penulisannya sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan yang berisi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang 

relevan, kerangka teoritik, metode penelitian dan 

sistematika penulisan.  

BAB II  Landasan teori yang memuat teori 

dan konsep yaitu terkait teori Kebijakan Publik 

(Public Policy), Teori HAM dalam pendidikan, 

dan Teori Good Governance sesuai dengan topik 

peneliti tentang peningkatan wajib belajar 12 

 
18 Karolus Banda Larantukan, “Hubungan Negara Dan Agama Dalam 

Negara Hukum Di Indonesia,” 2017, 59–65, https://e-

journal.uajy.ac.id/12062/. 
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tahun, berdasarkan undang-undang nomor 48 

tahun 2019 tentang wajib belajar 12 tahun. 

BAB III Konstruksi hukum peraturan 

Bupati nomor 48 tahun 2019 tentang wajib belajar 

12 tahun. 

BAB IV Sreategi pemerintah dalam 

peningkatan wajib belajar 12 tahun perspektif 

HAM (Hak Asasi Manusia). 

BAB V yaitu penutup, yang berisi 

kesimpulan berupa hasil dari keseluruhan 

penelitian, dan saran untuk peneliti lain untuk 

melakukan penelitian yang lebih baik dari 

penilitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitiaan dan analisis serta 

teori yang digunakan dalam penelitian, maka 

penelitian ini menyimpulkan: 

1. Strategi pemerintah daerah dalam 

meningkatkan wajib belajar 12 tahun di 

Kabupaten Pekalongan secara normatif telah 

diatur melalui kebijakan daerah, khususnya 

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 

2019 tentang Wajib Belajar 12 Tahun. 

Kebijakan tersebut menunjukkan adanya 

komitmen pemerintah daerah dalam 

meningkatkan akses pendidikan melalui 

penyediaan fasilitas pendidikan, pemberian 

bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang 

mampu, serta peningkatan kualitas sumber 

daya pendidikan. Dalam perspektif teori 

kebijakan publik, strategi tersebut merupakan 

bentuk intervensi pemerintah dalam mengatasi 

permasalahan pendidikan masyarakat, 

khususnya dalam meningkatkan partisipasi 

pendidikan hingga jenjang menengah atas. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi 

tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan 

prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam 

pendidikan, Akibat hukum yang pertama 

adalah tidak terpenuhinya hak anak untuk 

memperoleh pendidikan secara layak, Akibat 

hukum yang kedua adalah munculnya 

ketimpangan akses pendidikan di masyarakat, 



 

 

Ketiga adalah meningkatnya risiko anak putus 

sekolah (drop out), yang keempat adalah 

terhambatnya pemenuhan prinsip kesetaraan 

dan non-diskriminasi dalam Pendidikan, dan 

yang terakhir adalah terhambatnya 

pembangunan sumber daya manusia serta 

meningkatnya ketimpangan sosial dalam 

masyarakat. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan dari kesimpulan  diatas  maka 

penelitian ini merekomendasikan: 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pekalongan 

Pemerintah daerah perlu terus 

mengembangkan strategi yang lebih inklusif 

dan berkelanjutan dalam pelaksanaan program 

wajib belajar 12 tahun. Hal ini dapat dilakukan 

melalui Peningkatan alokasi anggaran 

pendidikan yang merata hingga wilayah 

terpencil, Peningkatan kualitas dan distribusi 

tenaga pendidik serta fasilitas belajar, 

Penguatan sinergi lintas sektor (pendidikan, 

sosial, ekonomi) untuk mengatasi hambatan 

non-akademik, seperti kemiskinan dan 

pernikahan dini, Melakukan evaluasi rutin 

terhadap kebijakan dan program yang ada untuk 

memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-

prinsip HAM, khususnya non-diskriminasi, 

aksesibilitas, dan partisipasi. 

2. Bagi Masyarakat 

Perlu adanya peningkatan kesadaran 

masyarakat mengenai pentingnya pendidikan 



 

 
 

menengah sebagai bagian dari hak dasar setiap 

individu. Keterlibatan aktif masyarakat dalam 

mendukung anak-anak menyelesaikan 

pendidikan wajib belajar 12 tahun sangat 

krusial, terutama dalam mengubah paradigma 

bahwa pendidikan menengah bukan sekadar 

pilihan, tetapi hak yang harus dipenuhi. 

3. Bagi Lembaga Pendidikan 

Sekolah sebagai ujung tombak 

pelaksanaan wajib belajar harus menjadi 

lingkungan yang ramah HAM, yaitu dengan 

memastikan tidak adanya diskriminasi, 

menyediakan fasilitas yang memadai bagi 

peserta didik berkebutuhan khusus, serta 

membuka ruang dialog antara guru, siswa, dan 

orang tua untuk membangun sistem pendidikan 

yang responsif terhadap kebutuhan lokal. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini masih memiliki 

keterbatasan dalam menjangkau seluruh aspek 

pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh. 

Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan 

dapat memperluas ruang lingkup kajian, 

misalnya dengan menganalisis efektivitas 

implementasi strategi di masing-masing 

kecamatan, atau menggali perspektif siswa dan 

orang tua terhadap pelaksanaan wajib belajar 

dalam kerangka HAM. 
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